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“ Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi 

nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan 

permohonan dengan ucapan syukur “ 
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ABSTRAK 
 
 

Peristiwa tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia membuat masyarakat 

merasa takut terhadap ancaman terorisme, sehingga pemerintah merevisi undang- 

undang tentang terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang tersebut mengatur 

pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme pada Pasal 43I dan juga pelibatan 

TNI dalam mengatasi aksi terorisme diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dalam 

pasal ini pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme adalah dalam bentuk 

Operasi Militer Selain Perang atau yang disingkat sebagai OMSP. 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah kewenangan TNI pada 

pemberantasan tindak pidana terorisme dan akibat hukum pelibatan TNI dalam 

mengatasi aksi tindak pidana terorisme. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute 
approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelibatan TNI dalam mengatasi 

aksi tindak pidana terorisme menimbulkan akibat hukum yaitu bahwa TNI masuk 

dalam ranah sistem peradilan pidana yang dimana akan bertentangan dengan sistem 

TNI yaitu yang tunduk pada sistem militer dan didalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia belum secara jelas 

mengatur tentang batasan-batasan pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme, 

dan belum juga terdapat mengatur tentang mekanisme pelibatan TNI dalam 

mengatasi terorisme sehingga akan berdampak pada tumpang tindih tugas dan 

fungsi antara TNI dan Polri dalam mengatasi aksi terorisme. 

 

 
Kata kunci; Terorisme, TNI, Sistem Pemerintahan Presidensial, dan Sistem Hukum 

Pidana. 
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ABSTRACT 
 
 

The incidents of criminal acts of terrorism in Indonesia made people feel 
afraid of the threat of terrorism, so the government revised the law on terrorism 
into Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of 
Terrorism. The law regulates the involvement of the TNI in overcoming acts of 
terrorism in Article 43I and also the involvement of the TNI in dealing with acts of 
terrorism as regulated in Article 7 paragraph (2) letter b, in this article the 
involvement of the TNI in dealing with acts of terrorism is in the form of Military 
Operations Other Than War or which is abbreviated as OMSP. 

 
The results of this study indicate that the involvement of the TNI in 

overcoming criminal acts of terrorism has legal consequences, namely that the TNI 
is included in the realm of the criminal justice system which will conflict with the 
TNI system, which is subject to the military system and in Law Number 5 of 2018 
concerning Eradication Criminal Acts of Terrorism and Law Number 34 of 2004 
concerning the Indonesian National Armed Forces have not clearly stipulated the 
limits for the involvement of the TNI in overcoming acts of terrorism, and there has 
also been no regulation on the mechanism for involving the TNI in overcoming 
terrorism so that it will have an impact on overlapping tasks and function between 
the TNI and Polri in dealing with acts of terrorism. 

 
The formulation of the problem from this research is the authority of the TNI 

in eradicating criminal acts of terrorism and the legal consequences of involving 
the TNI in overcoming criminal acts of terrorism. This study uses a normative legal 
research method with a statute approach and a conceptual approach 

 
Keywords: Terrorism, TNI, Presidential Government System, and Criminal Justice 
System. 
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